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ABSTRAK 

Partai poltik merupakan salah satu instrumen demokrasi yang menjadi persyaratan 

utama bagi pengembangan dan bekerjanya demokrasi. Rekrutmen politik tidak lepas 

dari partai politik keterwakilan perempuan dan kualitas wakil rakyat tergantung dari 

sistem rekrutmen yang dilakukan partai politik. Partai politik juga berperan sebagai 

penghubung antara pemerintah dan rakyat serta sebagai lembaga yang berusaha 

mewakili kepentingan rakyat. 

Kouta 30% yang diberlakukan tidak meningkatkan keterwakilan perempuan secara 

signifikan. Ini dapat disimpulkan dengan jumlah anggota DPRD Sumatera Utara 

Periode 1999-2004 yang hanya 3 orang menjadi 6 orang di periode 2004-2009. Dan 

di tahun 2014 partai Nasdem memenuhi kouta 30% calon legislatif perempuan yang 

telah terdaftar di Daftar Calon Tetap (DCT). Rekrutmen kepemimpinan partai politik 

harus dilakukan secara baik dengan berdasarkan kinerja dan prestasi, dan seorang 

calon legislatif juga harus mempunyai kapabilitas, kredibilitas, dan popularitas. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. DPD Partai Nasdem 

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu institusi politik yang berfungsi sebagai 

wadah kegiatan politik masyarakat, diantaranya adalah mengadakan fungsi 

rekrutmen terhadap terhadap calon legislatif DPRD Sumatera Utara termasuk juga 

calon legislatif perempuan yang akan menjadi wakil rakyat yang menampung dan 

membuat kebijakan publik yang memihak kepada masyarakat Sumatera Utara. 

 

Kata kunci: Rekrutmen, Calon Legislatif Perempuan 

 

I. PENDAHULUAN 

Ketika demokrasi menjadi atribut utama bagi negara-negara modern, maka 

perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan-gagasan demokrasi 

yang normatif, yaitu bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat, 

dimana otoritas suatu pemerintahan akan bergantung kepada kemampuannya untuk 

mentrasnformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara. 

Perwakilan Politik senantiasa diartikan dengan perwakilan yang dilembagakan oleh 

partai politik atau organisasi politik. Sedangkan perwakilan fungsional, biasanya 

lebih menekankan pada perwakilan atas golongan-golongan profesi. Hal ini 

dikarenakan tidak semua unsur atau golongan terwakili oleh partai politik. Maka 

dicari alternatif untuk mengatasi masalah itu yakni dengan memasukkan golongan 

yang memerlukan perlindungan khusus kedalam keanggotaan Dewan Perwakilan 

Rakyat (Sitepu, 2006:10). 
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Perwakilan politik (political reprensentation) dan sistem perwakilan yang secara 

konseptual, menjadi penting manakala dikaitkan dengan demokrasi, yang 

terakomodasi kedalam kedaulatan rakyat yang di transformasikan oleh badan-badan 

atau lembaga perwakilan rakyat (DPR). Karena itu penggunaan konsep perwakilan 

dalam kehidupan politik (sistem politik) senantiasa berkaitan erat dengan 

pertumbuhan lembaganya (fungsi parlemen) atau dengan perkataan lain, ada 

hubungan yang erat (hubungan fungsional) perwakilan politik dengan badan 

perwakilan rakyat sebagai suatu lembaga yang dibangun oleh wakil rakyat yang 

secara operasional badan perwakilan rakyat berkepentingan dengan badan eksekutif 

dalam proses politik dan pemerintahan. 

Pola hubungan yang demikian tercermin dalam pembuatan undang-undang maka 

dengan keberadaan lembaga ini, sekurang-kurangnya telah menunjukkan kepada 

bentuk konkrit demokrasi. Adapun wewenang dan tugas (fungsi) DPR sesuai 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah: membentuk undang-undang bersama 

dengan presiden, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

bersama-sama presiden dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang, pelaksanaan angaran pendapatan belanja negara dan atas kebijaksanaan 

pemerintah. 

Meskipun banyak diantara anggota DPR memiliki pengalaman, terlatih, dan pernah 

menikmati pendidikan tinggi, tetapi tidaklah berarti bahwa peranannya selaku wakil 

rakyat dapat terpenuhi secara memuaskan. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

keterikatannya pada induk organisasi yang telah mencalonkannya yaitu partai politik  

seorang anggota DPR pada hakikatnya memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam 

bertindak dan bersikap. Dia harus meletakkan posisinya sebagai anggota salah satu 

fraksi DPR. Sikap dan tigkah lakunya harus selaras dengan kebijaksanaan fraksinya 

atau lebih jauh yaitu dengan partainya keadaan seperti ini membatasi kreativitas dan 

inisiatif mereka, sehingga banyak anggota DPR sering bersikap diam karena 

khawatir akan adanya recalling terhadap dirinya. 

Pada titik inilah anggota DPR terpaksa harus lebih banyak menyuarakan kepentingan 

organisasinya, yang kadang-kadang biasa bertentangan dengan kepentingan rakyat 

yang telah memilihnya. Padahal seorang wakil rakyat pada hakikatnya harus cukup 

vocal untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya, dari pada keinginan 

induk organisasinya. Suasana demikian mengakibatkan, seperti yang dikatakan 

kharis suhud “antara rakyat dan wakilnya yang duduk di DPR tidak adanya terjalin 

hubungan batin”. Ini digambarkan sebagai rakyat yang sering datang berbondong-

bondong ke DPR tanpa mengetahui kepada siapa mereka harus mengadu nasibnya. 

Partai politik sebagai wadah yang mengikut sertakan rakyat dalam sebuah proses 

politik berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. 

Gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik di negara-negara 

yang menetapkan sistem politik demokrasi, memiliki dasar budaya politik dan 

ideologi yang kuat bahwa rakyat berhak ikut serta menentukan seseorang yang akan 

menjadi pemimpin mereka untuk menentukan isi kebijakan publik yang 

mempengaruhi kebijakan mereka (Surbakti:1998:51). Partai politik merupakan 

kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan  

motivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan 
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kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan 

alternatif kebijakan publik yang mereka susun. 

Partai politik juga sebagai suatu organisasi yang berfungsi melaksanakan rekrutmen 

politik yaitu suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk 

mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap 

sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. 

Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik 

yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. 

Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai 

politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas duduk di 

lembaga legislatif (DPR/DPRD). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai 

Politik, pasal 10 yaitu tujuan umum partai politik adalah : 

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung 

tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Tujuan khusus partai politik adalah: 

a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan 

b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

Dalam pasal 11, tentang fungsi partai politik adalah: 

a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara 

Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 

untuk kesejahteraan masyarakat 

c) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara 

d) Partisipasi politik warga negara Indonesia 

e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme 

demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 

Menurut Gabriel Almond (dalam Budiarjo, 2008:405) fungsi rekrutmen politik 

merupakan fungsi penyeleksian pada rakyat untuk kegiatan politik dan mengisi 

jabatan-jabatan  pemerintah melalui anggota organisasi, pencalonan diri untuk ikut 

dalam proses seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Rekrutmen politik 

merupakan suatu hal yang sangat penting karena rekrutmen politik merupakan 

sebuah proses untuk menjaring calon-calon elit yang akan membawa kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelangsungan sistem politik yang sedang 

berjalan. 
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Partai politik diharapkan mampu untuk melaksanakan proses rekrutmen yang murni, 

serius, dan sesuai dengan peraturan partai yang berlaku, bukan dengan asal 

menempatkan kader atau non kader yang hanya untuk mengisi tempat yang kosong 

yang kemudian ikut dalam pemilu 2014. Proses seleksi yang dilakukan partai politik 

sangat menentukan sosok calon anggota legislatif yang ikut dan akan dipilih oleh 

rakyat. Rekrutmen politik dapat juga dinyatakan sebagai salah satu cara untuk 

menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan menjadi calon-calon 

pimpinan. Dengan lebih mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat 

cukup menonjol, partai politik menyeleksi mereka siapakah diantara para anggotanya 

yang diperkirakan dapat dicalonkan menjadi pemimpin. 

Dalam melakukan rekrutmen ini, juga ada yang harus diperhatikan yaitu 

keterwakilan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia 

mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Nomor 12 

Tahun 2003 Tentang Pemilu, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi bagi 

partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon 

partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi sering 

kali didefenisiskan sebagai upaya strategis untuk mempromosikan kesamaan dan 

kesempatan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau 

kelompok minoritas yang kurang terwakili dalam pengambilan keputusan.  

Kesadaran akan pentingnya peran politik perempuan semakin nyaring disuarakan 

seiring dengan semakin terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan. 

Masalah-masalah yang menimpa perempuan tersebut mulai dari masalah kekerasan 

terhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, perdagangan wanita dan 

anak-anak, dan sebagainya. Dari sini muncul kesadaran bahwa sejumlah persoalan 

yang menimpa perempuan tidak akan bisa diselesaikan kasus per kasus karena 

jumlahnya cukup besar.  

Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu diperlukan kebijakan politik yang 

melahirkan sejumlah aturan perundang-undangan. Meskipun harus menghadapi 

sejumlah hambatan, namun perjuangan politik perempuan bukan tanpa hasil. 

Masuknya ketentuan kuota 30% bagi partai politik untuk calon legislatifnya untuk 

Pemilu 2004 merupakan hasil yang sangat nyata untuk perkembangan politik 

perempuan selanjutnya. Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah 

mengakomodasi ketentuan kuota 30% bagi partai politik mengajukan calon anggota 

legislatif, namun hasil Pemilu 2004 menunjukkan bahwa anggota DPR terpilih dari 

perempuan masih terbilang rendah.  

Kemudian, dalam rangka persiapan Pilihan legislatif 2014, pemerintah telah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Partai Politik. Sama 

seperti produk hukum sebelumnya, dalam Undang-Undang  ini, pemerintah juga 

mengatur mengenai representasi perempuan sebesar (minimal 30%). Untuk 

mendukung Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah 

membuat peraturan. Setidaknya, ada tiga peraturan yang mendukung mengenai 

representasi perempuan dalam ranah legislatif.  

Pertama, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini 
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menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif. Untuk persoalan 

mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan, peraturan ini menegaskan 

beberapa hal seperti, kuota minimal 30 % perempuan di setiap daerah pemilihan 

(dapil), urutan penempatan daftar bakal calon perempuan, dimana dalam setiap 3 

(tiga) bakal calon, harus ada 1 (satu) bakal calon perempuan. Dengan demikian, 

apabila ketentuan ini tidak dijalankan oleh partai politik, maka partai politik tidak 

memenuhi syarat pencalonan anggota legislatif. Dengan adanya sanksi ini, maka 

hanya ada dua pilihan yang tersisa bagi partai politik, yakni memenuhi kuota 

perempuan yang sudah ditetapkan, atau terpaksa menelan sanksi dari KPU tersebut. 

Apabila sanksi ini diterapkan, maka kuota perempuan minimal 30% di parlemen, 

akan sangat mungkin untuk terpenuhi, terutama jika diikuti oleh aturan yang jelas 

dan sanksi yang tegas.  

 Kedua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun 

poin penting dalam peraturan ini, adalah adanya pembatasan pemasangan baliho atau 

spanduk. Baliho atau spanduk yang dipasang dalam rangka kampanye, tidak 

diperbolehkan memuat gambar (wajah) caleg aggota DPR atau DPRD melainkan 

hanya gambar partai politiknya. Selain itu, peraturan ini juga memuat peraturan 

mengenai pembatasan alat peraga. Hal ini mengingat, bahwa terkadang para caleg 

perempuan tidak mempunyai kapasitas yang sama dalam hal penyediaan dana 

kampanye dengan calon legislatif laki-laki.  

Ketiga, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Mengenai pelaporan dana kampanye. Belajar dari pengalaman Pemilihan 

legislatif tahun 2009 sebelumnya, aturan mengenai pembatasan dana kampanye tidak 

ada dalam undang-undang. Hal ini berdampak pada calon legislatif yang  habis-

habisan dana dalam kampanye. Oleh karena itulah, melalui Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 ini, KPU mengatur tentang batasan dana 

kampanye. Dalam PKPU tersebut, setiap calon legislatif diperbolehkan menerima 

sumbangan dari 4 (pihak), yakni perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau 

badan usaha non-pemerintah. Untuk pihak perseorangan, batasan sumbangannya 

adalah sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk kelompok, perusahaan dan/atau 

badan usaha pemerintah dibatasi, maksimal sebesar 7.5 miliar rupiah.  

Setelah resmi menjadi partai NasDem, NasDem terus berupaya memenuhi 

persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi partai 

peserta pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan satu-satunya partai baru 

yang lolos tahap verifikasi administrasi adalah Partai NasDem. 

Keputusan KPU meloloskan Partai NasDem merupakan hasil dari rapat pleno 

terbuka yang digelar di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 7 

Januari 2013. Rapat pleno dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan 

KPU tingkat provinsi se-Indonesia, dan pemantau Pemilu. 

Dengan telah ditetapkannya nomor urut partai peserta Pemilu 2014, maka Partai 

NasDem yang bernomor urut 1 siap mengikuti Pemilu 2014 untuk satu tekad 
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mewujudkan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia. sumber 

(http//www.partai nasdem.org) 

Berdasarkan hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia 

(FORMAPPI) mengenai “Anatomi Caleg Perempuan Pemilu 2014”, setiap partai 

politik, ternyata berhasil memenuhi syarat kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Hal ini tergambar pada jumlah caleg perempuan yang ada di DCT (Daftar Calon 

Tetap) untuk DPRD  Periode 2014-2019. Dalam daftar tersebut, setiap partai politik 

rata-rata memiliki caleg perempuan sebesar 34.25 %. (http://representasi perempuan) 

mengatakan,Begitu juga dengan partai nasdem, partai ini mampu merekrut calon 

legislatif perempuan yang telah tercatat di DCT sebanyak (40.4%). Dibandingkan 

dengan partai lainnya,partai nasdem memiliki jumlah tertinggi dalam pencalonan 

calon legislatif DPRD dibandingkan dengan partai lainnya yaitu PPP sebanyak 

(38.9%), PKB sebanyak  (38,8%), PAN sebanyak (37,6%), PBB sebanyak (37%), 

DEMOKRAT sebanyak  (36,9%), HANURA sebanyak (36,4%), GERINDRA 

(36.4%), GOLKAR sebanyak (35,7%), PKP-I (35,1%), PDIP (35,7%), dan PKS 

sebanyak (38,8%). 

Dengan adanya data diatas, melihat partai nasdem yang berhasil mengusungkan 226 

calon legislatif perempuan atau sebanyak 40.4% dari calon legislatif laki- laki 

sebanyak 333 orang, peneliti ingin mengetahui bagaimana cara atau proses partai 

nasdem tersebut dalam merekrut calon legislatif perempun, yang berasal dari kader-

kader partai itu sendiri maupun berasal dari luar partai (non kader) yang memiliki 

latar belakang profesi yang berbeda-beda sehingga membuat “nilai jual” yang lebih 

dari suatu partai politik yang mengusungkan calon tersebut. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di DPD Partai NasDem Kota Medan yang bertempat di jalan 

Haji Misbah Nomor 11. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

kualitatif. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian Ini 

menggunakan teknik observasi, interview (wawancara) dan studi dokumentasi. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu 

: (1) data primer berupa rekaman atau video dan juga catat-mencatat saat wawancara 

akan dimulai. Dan (2) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti 

Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Langkah analisis data 

akan melalui beberapa tahap yaitu: mengelompokkan, memilih dan memilah data, 

lalu kemudian menganalisanya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil 

penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem Rekrutmen (Kadernisasi) Partai NasDem 

a. Sistem Pendidikan Politik 

1. Partai menjalankan pendidikan politik secara internal dan eksternal. 

2. Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan sesuai dengan 

jenjang dalam sistem kadernisasi. 

3. Pendidikan politik eksternal diperuntukkan untuk seluruh warga 

negara berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan. 
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b. Jenjang Pengkadernisasi 

1. Kader tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengjaderan. 

2. Kader dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan 

pengkaderan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang 

atau Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah atau 

Organisasi Sayap Partai di tingkat Kabupaten/Kota. 

3. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan 

pengkaderan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah 

dan Organisasi Sayap di tingkat Provinsi. 

4. Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan 

pengkaderan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat. 

5. Pedoman mengenai kadernisasi diatur melalui sebuah Pedoman 

Organisasi tentang kader oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

6. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan 

Partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang calon legislatif 

perempuan dengan Ibu Siar Anggreta (13 Agustus 2014) mengatakan bahwa:  

 “Dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas kami yakin bahwa Partai 

Nasional Demokrat (NasDem) akan mampu membawa perubahan, namun proses 

rekrutmen para calon anggota legislatif perempuan menurut saya telah baik dan 

berjalan dengan lancar walaupun sebagai partai baru tidak semuanya berjalan 

dengan baik”. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti membuat kesimpulan bahwa dengan 

adanya pola-pola rekrutmen maka akan membawa partai tersebut sebagai partai 

pemenang, namun untuk menjadi sebagai partai pilihan masyarakat masih belum 

tentu akan tercapai kuota 30 % (tiga puluh persen).  

 Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda-

beda dan proses rekrutmen selalu bermakna ganda, yaitu pertama menyangkut 

seleksi untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala 

negara, dan kepala daerah. Kedua yaitu menyangkut transformasi peran-peran non-

politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar memproses rekrutmen jadi 

layak untuk memainkan peran-peran politik. 

 Ada 3 (tiga) pertimbangan dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai 

berikut: 

1. Rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-

nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. 

2. Pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi 

masyarakat. 

3. Pola-pola rekrutmen juga merupakan indikator yang penting untuk melihat 

pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik. 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah Ibu Diah Sari           (15 

Agustus 2014) mengatakan bahwa: 

 “Rekrutmen politik yang dilaksanakn di Partai Nasional Demokrat (NasDem) 

selalu memperhatikan popularitas dari setiap calon anggota legislatif perempuan 
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walaupun disisi lain kekuatan finansial sangat dibutuhkan. Namun kami yakin 

bahwa Partai NasDem dapat membawa perubahan”.  

 Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Suciati Yanti (16 Agustus 2014) 

mengatakan bahwa: 

 “dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di Partai 

nasional Demokrat (NasDem) tindak membeda-bedakan setiap orang baik dalam sisi 

etnis, agama, status sosial ekonomi dan golongan. Persyaratan adalah hal yang 

utama yang harus dipenuhi dan dapat mewakili setiap daerah pemilihan. Harapan 

saya, walau sebagai partai politik yang baru harus melengkapi fasilitas baik sarana 

maupun prasarana para calon legislatif perempuan”. 

 Dalam rekrutmen calon legislatif perempuan dilakukan dengan melalui 

prosedur seleksi yang bertingkat mulai dari seleksi sistem, seleksi partai politik, 

seleksi administratif, seleksi penegakan hukum administrasi dan seleksi politis 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam seleksi sistem, seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat seperti 

setia pada ideologi bangsa dan dasar negara. 

2. Seleksi administratif, mewajibkan seseorang untuk memenuhi kriteria seperti 

loyalitas, dedikasi dan kredibilitas. 

3. Seleksi penegakkan hukum administrasi, diuji persyaratan seseorang yang 

dinyatakan lolos sebagai calon anggota legislatif. 

4. Dalam selektif politik, yang berkaitan dengan politik, mengapa calon dapat 

diusung menjadi calon legislatif. 

 Partai politik menjadi pilar utama dalam negara demokrasi yang fungsinya 

belum tergantikan oleh institusi manapun. Kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah 

negara sangat ditentukan oleh kemajuan dan kualitas partai politik yang ada. 

 Dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan yang harus melengakpi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Warga Negara Indonesia yag telah berumur 17 (tujuh belas tahun) tahun atau 

lebih. 

2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. 

5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menangah Atas (SMA) atau sederajat. 

6. Setia pada Pacasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tahun 1945 dan cita-cita prolakmasi 17 agustus 1945. 

7. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih/dibuktikan dengan SKCK dari 

Kepolisian. 

8. Sehat jasmani dan rohani. 

9. Terdaftar sebagai pemilih. 

10. Bersedia bekerja penuh waktu. 

11. Terdaftar sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (NasDem) 

12. Memiliki disiplin, dedikasi, prestasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap Partai 

Nasional Demokrat (Nasional). 
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13. Memiliki komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.  

 Rekrutmen calon legislatif perempuan untuk DPRD (Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah) tingkat I yang dilakukan oleh Dewan Pemimpin Daerah Partai 

Nasional Demokrat (NasDem) bersumber dari hasil wawancara saya dengan Bapak 

dr. Kaherdi Anri 5 Agustus 2014 mengatakan bahwa: 

 “Setiap calon anggota legislatif perempuan harus memenuhi persyaratan 

seperti persyaratan administratif dan kemudian calon legislatif perempuan diseleksi 

satu persatu dengan memperhatikan loyalitas pada Partai Nasional Demokrat 

(NasDem) dan kredibilitas. Namun tidak semua calon legislatif perempuan yang kita 

harapkan dapat tercapai karena Partai NasDem masih baru maka susah mencari 

figur yang memiliki popularitas dan kemampuan”. 

 Maka berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa Partai 

Nasional Demokrat (NasDem) sebagai partai yang baru maka memiliki tantangan 

yang cukup tinggi terutama dalam rekrutmen calon legislatif perempuan yang 

memiliki popularitas dan kemampuan. Tetapi walaupun sebagai partai politik yang 

baru harus selalu menempatkan basis kemampuan politik pada figur yang memiliki 

kemampuan dan daerah yang cukup tinggi untuk membawa Partai NasDem sebagai 

partai yang mendengarkan dan melaksanakan setiap aspirasi masyarakat. 

 

Pengurus Partai Nasional Demokrat (NasDem) 

 Rekrutmen calon legislatif perempuan yang telah ditetapkan dalam surat 

keputusan, sesuai dengan hasil kongres dan hasil musyawarah-musyawarah pada 

setiap tingkatan. Kader partai NasDem yang aktif dalam melaksanakan kegiatan 

partai NasDem sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan dapat menunjukkan hasil 

kerja politik di Partai Nasional Demokrat (NasDem) di partai secara 

berkesinambungan, berhasil guna, konkret, terarah terukur dan dapat dibuktikan. 

 Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ketua umum DPD Partai Nasional 

Demokrat  (NasDem) Ibu dr. Geeta 7 Agustus 2014 mengatakan bahwa: 

 “Sebagai partai politik yang baru maka kami selalu optimis dapat bersaing 

dengan partai politik lainnya. Untuk melakukan rekrutmen calon legislatif 

perempuan kami selalu mencari figur yang terkenal dan memiliki finansial yang 

cukup dan juga memiliki popularias sehingga harapan Partai NasDem agar setiap 

calon yang terpilih ini selalu memberikan perubahan”. 

 Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun sebagai partai politik yang 

baru berdiri ini yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem) selalu memperhatikan 

tahapan-tahapan rekrutmen setiap calon legislatif perempuan dengan memperhatikan 

setiap figur yang memiliki loyalitas, dedikasi dan kredibilitas. 

1. Anggota Legislatif Yang Terpilih 

Anggota legislatif yang terpilih harus selalu memperjuangkan aspirasi, peduli 

pada masyarakat dan partai, anggota legislatif yang nantinya diharapkan memiliki 

kepedulian kepada konstituennya (masyarakat) dengan melakukan kegiatan konkrit 

kepada masyarakat maupun kepada partai pada saat kunjungan kerja atau tugas-tugas 

lain ke daerah yang akan diwakilinya nantinya pada periode berikutnya. 

 

2. Tokoh Masyarakat 
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 Anggota masyarakat yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang 

signifikan dalam perolehan atau penambahan kursi legislatif dan adanya kepedulian 

terhadap Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan membawa perubahan baik di 

daerah maupun di daerah lain sesuai dengan penempatan daerah pemilihan (dapil) 

yang telah ditetapkan oleh partai. 

 Berdasarkan hasil wawancara saya dengan sekretaris umum DPD Partai 

NasDem Kota Medan dengan Bapak dr. Kaherdi Anri 5 Agustus 2014 mengatakan 

bahwa: 

 “Untuk mencari figur calon legislatif perempuan yang memiliki loyalitas, 

dedikasi dan kredibilitas dengan memperhatikan calon tersebut berasal dari tokoh 

masyarakat karena memiliki popularitas dan kemampuan dalam berbicara dan dekat 

dengan masyarakat dan mengetahui setiap permasalahan dan dapat menyelesaikan 

masalah”. 

 Penempatan bakal calon legislatif perempuan dilihat berdasarkan calon yang 

memiliki hubungan emosional dan ketokohan, melaksanakannya agenda-agenda 

Partai NasDem terhadap masyarakat dan mempunyai operasional yang maksimal. 

Sistem Suara Terbanyak dengan Kualitas dan Kuantitas Calon Legislatif 

Perempuan Yang terpilih 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelasakan apakah sistem suara 

terbanyak berkorelasi dengan meningkatnya kualitas akuntabilitas para wakil disatu 

pihak dan kualitas lembaga perwakilan di tingkat nasional/lokal (DPR/DPRD) 

dipihak lain. Yaitu sistem penetapan caleg terpilih sebenarya hanya salah satu dari 

banyak faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas wakil rakyat dan parlemen. 

Sistem nomor urut bisa saja lebih baik apabila parpol-parpol peserta pemilu 

melakukan seleksi caleg secara transparan partisipatif, dan kompetensi dan 

kualifikasi para caleg, bukan bedasarkan relasi personal caleg dengan pemimpin 

partai. 

 Akan tetapi, dalam situasi dimana sebagian daftar caleg di susun atas dasar 

selera selera subyektif pimpinan partai, kedekatan personal, dan kontribusi dari 

caleg, sistem suara terbanyak merupakan pilihan terbaik. Namun masih ada beberapa 

faktor lain agar pilihan rakyat atas dasar suara rakyat terbanyak berkontribusi pada 

peningkatan akuntabilitas para wakil dan parlemen, yaitu: 

 Pertama, kualitas konstituen atau para pemilih. Pegetahuan konstituen 

tentang sosok para caleg turut menentukan kualitas hasil pilihan rakyat. 

Persoalannya, dalam era kebebasan pers dan informasi masa ini, terbuka peluang 

bagi para caleg yang memiliki dana besar untuk memanipulasi sosok dan profil “asli” 

merek. Maka, tidak mustahil jika sebagian yang terpilih adalah mereka yang belum 

tentu berpihak pada kepentigan rakyat. 

 Kedua, kualitas para caleg. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses 

seleksi caleg sebagian besar parpol di Indonesia masih buruk. Gabungan faktor 

popularitas (artis atau figur publik), kemampuan finansial, dan kedekatan 

personal/keluarga caleg dengan pengurus partai, masih mendominasi penentuan 

caleg. Ini tentu berdampak pada kualitas wakil meski terpilih melalui suara 

terbanyak. 

 Ketiga, kualitas parpol peserta pemilu. Kecuali penetrasi masif tanda gambar, 

umbul-umbul, baliho, dan gambar diri para caleg yang tersebar di seluruh daerah di 
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Indonesia, hampir tak pernah jelas apa sesungguhnya yang di tawarakan parpol-

parpol untuk memperbaiki bangsa ini. Partai-partai hanya merayu rakyat untuk 

mendukungnya tanpa program politik nyata yang benar-benar menjanjikan 

perubahan nasib rakyat. 

 Kulitas anggota DPR hasil pemilu 2014 diperkirakan akan lebih buruk di 

bandingkan dengan periode sebelumnya. Sekarang ini banyak calon anggota DPR 

yang diajukan oleh partai dari kalangan selebritis dan orang terkenal yang hanya 

menjual nama dan popularitas. 

 Selain itu saat ini banyak calon anggota DPR periode 2009-2014 yang 

kualitas buruk di ajukan kembali oleh partai. Misalnya, selama lima tahun mereka 

tidak pernah masuk ke gedung dewan, apalagi mengikuti sidang. Dan ada sejumlah 

tokoh yang selama lima tahun itu masuk kantor dean tidak lebih dari 10 kali dan 

ternyata Badan Kehormatan (BK) DPR sat ini tidak berani untuk memberikan 

tindakan, karena yang bermasalah itu adalah tokoh-tokoh dari partai politik. 

 Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada empat tipe anggota, yaitu: 

 Kelompok pertama adalah, mereka yang banyak mengeluarkan pernyataan, 

namun tidak di dukung dengan data dan analisa. Kelompok ini merupakan mayoritas 

di di DPR, yakni sekitar 5 hingga 10 persen di setiap komisi. 

 Kelompok kedua adalah, mereka yang banyak mengeluarkan pernyataan, 

namun tidak di dukung dengan data dan analisa. Kelompok ini merupakan mayoritas 

di DPR, yakni sekitar 40 hingga 50 persen. 

 Kelompok ketiga adalah kelompok 4D, yakni datang, duduk, dengar dan duit. 

Ini komposisinya lebih kecil dari yang lain. 

 Kelompok keempat adalah, yang disebutkan tadi, yakni kelompok pemalas. 

Kelompok pemalas ini banyak yang tokoh terkenal dan selama lima tahu hanya 

mengikuti sidang satu atau dua kali. 

 Dan dalam menghadapi kenyataan seperti ini, diperlukan Badan Kehormatan 

(BK) DPR yang kuat, sehingga berani mengontrol secara tegas terhadap anggota 

dewan yang pemalas tersebut. Demikian juga dengan partai, harus memiliki 

komitmen untuk mengontrol anggotanya, dan dapat merecalling aggotanya apabila 

tidak mematuhi peraturan dan kebijakan partai.  

 

IV. KESIMPULAN 

Rekrutmen calon legislatif perempuan masih dianggap sebagai dunia lain 

artinya “bagi perempuan yang diajarkan untuk berkonsentrasi pada urusan 

domestik atau rumah tangga”. Dunia politik dianggap sebagai ruang yang 

seolah-olah terpisah dari lingkup keseharian perempuan. Dalam masa 

reformasi menuju demokrasi yang madani di Indonesia harus diakui bahwa 

perempuan memegang peranan penting dalam ranah publik. Strategi untuk 

menjadi perempuan untuk menjadi anggota legislatif mendapatkan tantangan 

yang merupakan investasi dalam proses demokrasi. 

Adapun kesimpulan yang dapat didapat penulis dalam penelitian ini di kantor 

DPD Partai NasDem Kota Medan adalah: 

1) Tingkat partisipasi untuk menjadi calon legislatif di Partai Nasional 

Demokrat (NasDem) masih kurang karena merupakan partai baru dan 

proses rekrutmen yang masih belum memadai. Terutama dalam proses 
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rekrutmen calon anggota partai baik dalam proses administratif maupun 

selalu memperhatikan loyalitas, dedikasi dan kredibilitas dari setiap calon 

legislatif perempuan. 

2) Sistem pengrekrutan yang ada di Partai Nasional Demokrat 

(NasDem) dalam merekrut anggota calon legislatif cukup efektif dilakukan 

oleh kader dan tidak adanya dikriminasi terhadap perempuan. Perempuan 

bisa aktif dalam berbagai kegiatan politik yang didasari oleh kesadaran diri.  

3) Rekrutmen dalam partai politik mempunyai hubungan yang 

berpengaruh terhadap pendidikan politik dan kesadaran politik calon 

legislatif perempuan, tanpa adanya rekrutmen partai politik lebih terlihat 

sebagai sekumpulan orang yang berburu kekuasaan. Rekrutmen sangat 

berpengaruh dalam tumbuh dan berkembangnya Partai Nasional Demokrat 

hal ini dibuktikan dengan adanya indikator dari Partai Nasional Demokrat 

yang telah melakukan kadernisasi yaitu proses rekrutmen, adanya proses 

pendidikan politik, adanya penempatan dan enugasan terhadap kader 

perempuan dan laki-laki yang berkualitas dan aktif dalam partai politik 

tanpa adanya diskriminasi gender. 
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